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IfiTA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah, dengan izin Allah S'ttrUT dan komitmen yang sungguhaungguh dari segenap

pengelola Jurnal Media Hukum serta kontribusi seluruh penulis, Jurnal Media Hukum Volume

19 Nomor 1 Edisi Juni 2012 dapat hadir di hadapan pembaca. Jurnal Media Hukum kali ini

menyajikan 12 naskah yang terdiri dari 6 (enam) artikel dan 6 (enam) naskah hasil penelitian.

Jurnal Media Hukum berikhtiar untuk selalu memegang komitmennya dalam mengedepankan

publikasi karya hasil penelitian, sehingga diharapkan kedepan Jurnal Media Hukum tetap sebagai

branding jurnal ilmiah di bidang hukum yang diakui oleh akademisi hukum sebagai tempat

mempublikasikan hasil penelitian mereka.

Para pembaca yang terpelajar, pada kesempatan ini Jurnal Media Hukum dalam kesempatan

edisi ini Jurnal Media Hukum mendapatkan kehormatan untuk mempublikasikan 2 (dua) naskah

dari hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu naskah Penelitian dariAhmad Fadiil

Sumadi, dan artikel dari Hamdan Zoelva. Adapun untuk naskah penelitian disumbangkan juga

oleh Yordan Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Abdurrahman Alfaqih dan

Zulfa Aulia dari Universitas Internasional Batam dan Universitas Jambi, kemudian dari Djoko

Imbawani Atmadjaja dari Universitas'\trTidyagama Malang, Muhammad Nur dari Universitas

Malikussaleh Aceh, dan Prihati Yuniarlin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Naskah dalam bentuk artikel dalam edisi ini disumbangkan oleh Amiruddin dari Universitas

Mataram Nusa Tenggara Barat, Ridwan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasg, Sulardi dari

Universitas Muhammadiyah Malang, Tolib Efendi dari Universitas Trunojoyo Madura, dan yang

terakhir dari'Wahyu Sasongko dari Universitas Lampung.

Jurnal Media Hukum Volume 19 Nomor 1 EdisiJuni Z}tZkaliini juga menyajikan komposisi

penulis seperti yang sudah disebutkan di atas, telah memenuhi keterwakilan dan mencakup seluruh

wilayah Indonesia. Jurnal Media Hukum tetap menunjukan konsistensinya dalam menarik minat

penulis luar UMY untuk mengirimkan naskahnya ke Jurnal Media Hukum, dalam terbitan kali

ini terdapat 10 (sepuluh) naskah yang ditulis oleh penulis dari luar UMY. Cakupan wilayah juga

telah terwakili secara merata, hal ini menunjukan cakupan jangkauan pembaca Jurnal Media

Hukum tidak saja terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan juga wilayah lain, dalam Edisi Juni

ZOIZ iniunruk Indonesia bagian barat terwakili oleh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi

Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, kemudian untuk Indonesia bagian tengah

terwakili dari Provinsi Banten Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

sedangkan unruk Indonesia bagian timur terwakili dari Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Nusa

.-*= /
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Gnggara Barat. Dalam kesempatan kali ini, Jurnal Media Hukum membuka peluang seluas.

luasnya bagi para pembaca unilk mengirimkan naskah.naskah terbaiknya kepada Jurnal Media
Hukum untuk dipublikasikan.

Terakhir, kami atas nama Pengelola Jurnal Media Hukum mengucapkan terima kasih yang

sebesar.besarnya kepada seluruh penulis, anggota dewan penyunting, dan mitra bestari yang telah

memberikan kontribusi terbaiknya dalam peneibian edisi ini. Semoga kontribusi yang diberikan
dicatat sebagai amal sholeh di hadapan Allah SIU7T. Pengelola Jurnal Media Hukum sekaligus

memohon maaf atas salah dan khilaf kepada segenap penulis, mitra bestari dan pihakpihakyang
terkait dalam proses penerbian edisi kai ini

Wassalatnualaikum wr. wb

Yogyakarta, I Juni 2012

Ketua Penyunting
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PEDOMAN PENULISAN

Bontuk llaskah

Jurnal Media Hukum menerima naskah bentuk Hasil Penelitian (research papers) atau artikel
ulasan (reuieu,) dan resensi buku (book revtew),baik dalam bahasa lndonesia maupun bahasa lnggris.

Srahnglriman llaCrah

Penulis mengirimkan tiga eksemplar naskah serta CD berisi naskah tersebut ke alamat redaksi:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Tamanrirto,
Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta 55183, Telp. 02?4"387656 pswt. 124, Fax. 0224,3 87646, E mail:
jurnalmediahukum@walla.com, jurnalmediahukul@s.1a]].com

hrmat lla*ah
Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/dlOhalaman kmrto (A4) dengan spasi ganda: Naskah

dilengkapi dengan Biodata Penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan
referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul,

dan sumber kutipan. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (pnnrout) dan softcopy dalam

disket 3,5".

Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di

JURNAL MEDTA HUKUM. Naskah yang rnasuk dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu

artiket hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk
masing,masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

L stslEliltiltfi lilg(AH IRIIE HtSttpEilE mfft
JUDUL NASKAH

ABSTRAK, dibuat dalam bahasa Inggtis lebih kurang 200 kata, dan disertai kata kunci lkqqtord),
maksimal 5 kata. Abstak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang peilelitian dan perumusan permasalahan.

II. METODE PENELITTAN

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, anrara lain meliputi: spesifikasi

penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan dara, teknik pengolahan

data dan analisis data.

III. HASIL PENELITTAN DAN ANALISIS

I
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Berisi hasil penelitian berikut analisisnya,

IV, SIMPUIAN DA}.I SARAN

!. ll3lEtffilll mslrH rmm, utEtt
IUDULNASKAH
ABSTMK, dibuat dalam bahaEa Inggrto dan bahaea Indonesia, dan disertai kata kune i(kauwd),

malcsimal 5 kata, Abcnak ditulis oatu spaoi den dalam oatu paragraf,
. L PE,NDAHUTUA}iI t

'- ' Berisl letar belakang penuhaan dan perumusan permaoalahan,

- II, PBMBAHASA}'I

BertEi pembahaoan terhadap permaoalahan yflng dlkali dalam naskeh,

UL SIMPUL-AN DAI,YAIAU SARAN

B st3lilfilill lllilill lnilEnE$t3l l[U
Naskah dtzulte dl atac kertaa hvarto (A4), tcrdtrl atae 5 E/d 7 halaman, dengan spaci ganda,

NaEkah dllengkapl deagan r&o rn*put buku yang direoensl,

SUMBER KUTIPA}.I

1. sumber kutipen dtrutte menyeouaikan alotem eatatan perut (bsdynote atau sidcnote)' Dtzuliakan

cbbr

A, Satu penullsr (Brownlc' 19EL845)r

B, Dua penullor (Frueot dan Shearcn' 199L311)l

e, T[a atau lebih dari dua penullor (Hoetede et,a1,,1990r23)t

D. Sumber kutlpan yang beraoal dart lnatltusl oebalknya ditullokan akrsnim lnatltueir

(KRHN, 200021)

Z, Sumber ltuttpan yang beraoal dari webElte dttultekan dengan ouaunan cbbr

Nama Benulie, ludul nrlisao ("..."), nama weboite, alamat ertlkel, tanggal dan wakzu down'

load. Contoh:

Rohman, DodyArief, "PublikAS Dukung Bill Clinton", httg,l/vnolu.kompas.coJnAomp4s'

cetak/9902 '15 ''Vpubt24.htm, diunduh pada Senin, 2,l Oktober 2005, jam 13.56 wib.

DAFTAR PUSTAKA 
!f

Penulisan Daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut:

BUKUAUKU
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Contoh:

Manan, Bagir, 2002, Menlongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, UII Press.

JURNAL
Contoh:

Nurwijayanti, Septi, 2006, GagasanAmandemen Kembali UUD lg4l,lurralMediaHukum,

Vol 13, No.3.

BAB DATAM BUIC]

Contoh,

Cribb, Robert, 1999, Nation: Making Indonesia in Emerson, Donald K (edit), Indarsia

Br,yrrnd Suharto, New York, An East Gate Book Publishers.

TESIS/DISERTASI

Contoh:

Indrayana, Denny, 2005, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of

Constitutional Making in Transition, Unpublished Thesis, Melbourne University, Australia.

}'IAKAI.AH

Contoh: Mas, Marwan, 2007, nMemaknai Hakikat Kekuasaan Kehakiman", Makalah pada

hrtemuan Ahli Thta Negara, Bukittinggi.

Phmnran perundang,undangan disusun secara hirarhikal.
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Fakuttas Hukum Universitas Lampung, Jt. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro no. 1 Bandartampung,35l45,

Lampung Tetp. :0721 -701609

INDIIfiSI GEOGRATIS:

REZIM HKI YANG BERSIFAT

SUT GENERIS

ABSTRACT
The existence of the Geographical lndication (Gl) was estabilished at the same time as the TRIPs Agreement in

1994. ln the TRIPs Agreement, Gl is lntellectual Property Rights (hereafter IPR) regime that is typical of sui
generis due to its distinctive features. lt is reflected in the elements that are in the definition of Gl. Basically, Gl

has set the use of Geographicdf names to recognise an object. Previously, the IPR regime had also set them,
namely: lndication of Source (lS) and Apellation of Origin (AO), that were set in the Paris Convention in '1883,

Madrid Agreement in 1891, and the Lisbon Agreement in 1958. lnstead, the geographical names are also used

as brands. The paper is a theoretical study towards two problems. First, the elements that become the
characteristics of Gl so that it is typical of sui generis. Second, the similiarities and the differences amongst Gl

and lS, AO and other trademark. The findings of the study reveal that Gl is typical of sui generis, reflected in the
elements that are in the Gl definition as it has already been agreed upon in the TRIPs Agreement. There are

similiarities amongst Gl and AS, AO and other trademarks, namely they can use the geographical names as a

label on objects. Meanwhile, the differences are in the elemeffts themselves. lS has the simplest element,
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followed by Gl and the trademark is in ownership system that is individual in the trademark and communal in

Gt.

KEWVORDS: Geographical lndication, lndication of Source, Apellations of Origin, Trademark, Sui Generis

ABSTRAK

Keberadaan lndikasi Geografis (lG) bersamaan dengan lahirnya Perjanjian TRIPs pada tahun 1994. Dalam Perjanjian

TRlPs, lG merupakan rezim HKlyang bersifat suigeneris karena memilikisifattersendiri, tercermin dalam unsur-

unsur pada definisi lG. Pada dasarnya, lG mengatur tentang penggunaan nama geografis untuk mengenali

suatu barang. Sebelumnya, sudah ada rezim HKI yang juga mengatur hal itu: indication of source (lS) dan

appellations of origin (AO) yang diatur dalam Konvensi Paris tahun 1883, Perjanjian Madrid tahun 1891, dan

Perjanjian Lisabon tahun 1958. Selain itu, nama geografis juga digunakan sebagai merek. Makalah ini merupakan

kajian teoritis terhadap dua permasalahan. Pertarna, unsur-unsur yang menjadi karakteristik lG sehingga bersifat

sui genens. Kedua, persamaan dan perbedaan lG dengan lS, AO, dan merekdagang. Hasil kajian menunjukkan

bahwa lG bersifatsui generis,tercermin dalam unsur-unsuryang melekat pada definisilG sebagaimana dirumuskan

dalam Perjanjian TRlPs. Ada persamaan lG dengan lS, AO, dan merek, yaitu dapat menggunakan nama geografis

sebagai tanda pada barang. Sedangkan, perbedaannya terletak pada unsur-unsurnya. lS memiliki unsur yang

paling sederhana, disusul lG dengan unsur-unsur yang bersifat alternatif, kemudian AO dengan unsur-unsur

yang bersifat komulatif. Perbedaan antara lG dan merek terletak pada sistem kepemilikan yang bersifat individual

pada merek, sedangkan lG bersifat komunal.

IGTA-KATA KUNCI: lndikasi Geografis, lndication of Source, Appellations of Origin, Merek, Sui Generis.

I. PENDAHULUAN
Penggunaan nama geografis sebagai tanda untuk menunjukkan asal barang sudah lama

diganakan dalam perdagangan. Bahkan, merupakan bentuk awal dafi merek dagang sebagaimana

dikatakan oleh Blakeney (Blakeney, 2000: 48): Marks indicating tlw geographicaL origlns of goods were

the earl,iest Dpes of trade mark. Dalam persaingan dagang yang sangat ketat, penggunaan nama

geografis pada suatu barang, selain merupakan informasi tentang asal barang juga memberikan

jaminan bagi konsumen bahwa suatu barang berkualitas unggul. Oleh Escudero (Escudero, 2001,

1) dikatakan: Coruumers can distinguish products of their preferencesbasical.y tlwoughtwo different cau

egories of those intellectual properq rights: mainly nademarks and gepgraplical indications. Dengan

demikian, nama geografis ditinlau dari aspek intellectual, Properq rights (hak kekayaan intelektual,/

HKI) di satu pihak digunakan dalam merek dagang dan dilain pihak digunakan sebagai petunjuk

tentang asal dari suatu barang. Berarti, ada tumpang tindih (ouerlap) pengaturan tentang

penggunaan nama geografis dalam hukum merek dan IG.

Perbedaan pengaturan itu bersgmber dari Perjanjian TRIPs yang menimbulkan kontroversi

(Staten, 2005: 771; GangSee, ZOO4I 1). Ketentuan [G dalam Perjanjian TRIPs diatur sebagai rezim

HKI yang berdiri sendiri, karena IG diakui memiliki karakteristik tersendiri atau bersifat sui

1 genens. Padahal, nama geografis juga digunakan dan didaftarkan sebagai merek dagang, seperti

I Mrn, Blanc untuk peralatan pena dan arloji, Thames untuk peralatan kantor, Amazon untuk

I penjualan buku secara online, Oxford untuk percetakan dan penerbitan, yaitu Oxford l,)niuersity

I n"*, dan bahkan dengan produk yang tidak ada kaitan dengan nama geografis, seperti Antartica

I untuk merek pisang (Rangnekar ,7003,27; Gangjee , ZOOT:12ffi; McKeough dan Stewart, 1997,
I
IfI
a
I
IE\
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439-440). Perjanjian TRIPs mengatur tentang trade mark (merek dagang) dalam kerentuannya
dinyatakan bahwa merek dagang harus memiliki daya pembeda. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1)

Perjanjian TRIPs menggunakan istilah capable of distinguishing. Apabila tidak memiliki daya
pembeda, maka dapat dikategorikan sebagai istilah umum (generic terms), Oleh sebab itu,
perlindungan IG secara internasional mengalami kesulitan, sebagaimana dikemukakan oleh
D'Amato (D'Amato, 2000: 553): Their protection internationatty has been extremely dfficult since

some countries tredt geographical indicators as protectdble uademarlcs, while others consider them generic

terms (and, therefore, unforceable).

Keberadaan [G dalam Perjanjian TRIPs merupakan hasil dari proses perundingan yang panjang.
Pencantuman ketentuan IG dalam Perjanjian TRIPs menimbulkan perdebatan sengir di kalangan
negara'negara maju, oleh Almeida (Almedia, 2005: 150) dikatakan, ...rhe issue of geographical

indications was not a "Norrh-South" quanelbut a "NortlvNorth" dispute. Bahkan, hingga saat ini masih
diperdebatkan pengaturan tentang sistem pemberitahuan dan pendaftaran IG secara multilateral
(multilateralrysrem of notification andregisuation) dan juga tentang perluasan dari obyekyang diberikan
perlindungan (Addor, 2003). Masyarakat Eropa (European community/EC) yang mengusulkan
agar IG dimasukkan dalam agenda perundingan PerjanjianTRIPs (UNCTAD dan ICTSD ,2005:
279 et se4.). Dalam hal ini, Masyarakat Eropa telah berpengalaman dan memiliki tradisi yang
panjang dalam memproduksi dan memasarkan barang-barang berkualitas dengan menggunakan
nama geografis. Misalnya, keju (cheese) dan minuman anggur (wine) dari beberapa negara Eropa,
antara lain Roquefort Cheese dari Perancis, Feta Clreese dari Yunan i, Chanpagne \X/ine dari Perancis,

dan Port Wine dari Porrugis.

Ditinjau dari aspek perdagangan internasional, penggunaan nama geografis sebagai petunjuk
atau indikasi dari suatu barang itu berasal, memiliki keunggulan komparatif (comparatiue aduan

tage) yang mampu meningkatkan daya saing (comp etitiveness) komoditas yang bersangkutan
(Sasongko, 7010:66 et seq.). Hal ini dirasakan sangat membantu dalam meningkatkan pemasaran

barang, sehingga para pedagang mendorong agar pemerintahnya memberikan perlindungan
hukum terhadap produk semacam itu, dengan membuat perjanjian internasional secara multi-
lateral.

Sehubungan dengan hal itu, telah dibuat perjanjian internasional, yaitu Paris Conq.,e ntion for
tlw.Protectionof IndustrialProperty tahun 1883, MadridAgreementfortlwRepression of FalseorDecefu
tiue Indications of Source on .p9ods tahun 1891, Lisbon Agreement for the Protection of Appelbtion of
Origin and the their International Reglsuation tahun 1958, dan terakhir TRIPs Agreement tahun
1994. Perjanjian internasional tersebut pada hakikatnya mengarur tentang penggunaan nama
geografis sebagai nama atau tanda untuk menunjukkan asal dari suatu barang. Dengan demikian,
penggunaan nama geografis termasuk pengaturan hukumnya sudah dilakukan jauh sebelum
Perjanjian TRIPs dibuat.

Ketentuan IG dalam Perjanjian TRIPs bersifat mengikat bagi negara-negara anggota \fTO
khe World Trade OrganiTation). Meskipun demikian, daTam pasal 1 Ayat (1) perjanjian TRIps
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ditentukan: Mernbers shall be free to determine the appropriate metl\od of implementing the prouisions of

this Agreement within tlwir ownlegal system and practice. Berarti, setiap negara anggota WTO, termasuk

Indonesia, diberikan kebebasan untuk menentukan metode yang tepat untuk menerapkan

ketentuan dalam Perjanjian TRIPs, termasuk ketentuan tentang IG, menurut sistem dan praktik

hukumnya. Dengan kata lain, setiap negara anggota dapat menerapkan ketentuan IG sesuai

dengan kepentingan nasionalnya (national interest).

Berkenaan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan tentang IG yang

diintegrasikan ke dalam UndangUndang Nomor 15 Thhun 2001 tentang Merek (Leinbaran

Negara RI Thhun 2001 Nomor 110), selanjutnya disingkat UUM, dan diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara RI Thhun

2007 Nomor 115). Pengaturan semacam ini, menunjukkan bahwa ketentuan IG di Indonesia

tidak bersifat sui generis karena beberapa ketentuan tentang merek secara rnuta;tis mutandis berlaku

untuk IG (lihat, Pasal 56 Ayat (3) dan Ayat (6), dan Pasal 58 UUM \5/ZOOI).

Mendasarkan pada uraian di atas, maka keberadaan IG dalam Perjanjian TRIPs menimbulkan

permasalahan dalam pengaturan yang pada dasarnya masih belum ada pemahaman yang jelas

atau terang (clear\ tentang konsep IG dan unsurdnsur yang menjadi ciri khasnya sebagaimana

ditentukan dalam Perjanjian IG. Berkenaan dengan hal ini, ada dua permasalahan pokok yang

signifikan untuk dikali secara teoritis. Pertama, unsur-unsur yang menjadi karakteristik IG sehingga

bersifat sui generis. Kedua, percamaan dan perbedaan IG dengan indication of source, appellations of

origln, dan merek dagang (wade mark).

II. PEMBAHASAN

L Unsur-unsur lt
Keberadaan IG menurut Perjanjian TRIPs diakui sebagai rezim HKI yang berdiri sendiri karena

memiliki ciriciri yang bersifat khusus. Kekhasan sifat I'G terdapat pada unsur-unsurnya sebagaimana

terdapat dalam definisi IG. Dalam PasalTT Ayat (1) Perjanjian TRIPs dinyatakan: Geographical

indicatiors are, for the purposes of this Agreement, indicatiorx which" identifl a good as origlnating in the

tenitory of aMember, or a region or lacality in that territory, where a'g1ven quality, reputdtion or other

charactenstic of th.e good is essentialb atnibutable to i* geographical origln. Rumusan tersebut secara

tegas membatasi pengertian atau definisi IG untuk digunakan dalam Perjanjian TRIPs. Hal ini

berarti, nama atau istilah IG senalLtiasa dikaitkan dengan definisi IG yang tercantum dalam pasal

itu. Definisi tersebut memuat unsur-unsur yang menjadi karakteristik IG sebagai ciri khasnya.

Dalam merumuskan unsur-unsur itu digunakan kata "or" yang berarti rumusan itu bersifat

alternatif. Pada rumusan definisi itu, setidaknya mencakup empat unsur pokok.

Pertama, unsur indikasi untuk mengidentifikasi. Unsur ini dapat diketahui dari rumusan awal

pada definisi IG, yaitu indikasi yang mengidentifikasi asal suatu barang. Rumusan ini dapat

diartikan bahwa IG tidak dibatasi pada penggunaan nama geografis atau nama tempat dimana

suatu barang itu berasal. Dengan demikian, selain namrgeografis sebagai nama tempat
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dimungkinkan nama lain yang bukan nama geografis agar dapat digunakan untuk mengiden-

tivikasi asal suatu barang.

Penafsiran semacam itu dilakukan oleh para ahli. Escudero (Escudero, 2001: 5) mengatakanr

GI id,entifies a good. That means that a GI couldbe any expression- not necessanly the name of the place

wlrcre the product ongynated- tlwt coul.d serue th.e purpose of identifying a gluen geographicalplace. Begitu

pun menurut Rangnekar (Rangnekar, 2003, 16): The indication rrwst necessarily identifi a good. Tlrc

indication can take tlw form of a word/pluase or be an iconic symbol or emblem,

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan nama geografis dapat

digunakan secara langsung, s.p.'rti Roquefort dan Champagne atau tidak secara langsung, yaitu

istilah non€eografis (non-geographical) yang dapat digunakan sebagai indikasi suaru barang itu
berasal. Misal, rugu Monas untuk barang-barang dari Indonesia, patung Liberty barang-barang

dad Amerika, Tai Mahal barang-barang dari India, dan GreatVal|barungbarang dari Cina.

Dalam definisi itu juga disebut secara tegas kata "barang" dan bukan produk. Berarti, IG
hanya untuk barang-barang dan tidak termasuk jasa. Meskipun demikian, beberapa negara

memasukkan jasa (serntice) sebagai IG, antara lain Switzerland, Canada, Mexico, Jepang. Adapun

bidang jasa yang dimasukkan sebagai IG, yaitu health services, spas and traditional healing methods.

Alasannya, karena ketentuan dalam Perjanjian TRIPs bersifat minimal, sehingga apabila

menambahkan unsur tidak dilarang atau dibolehkan, termasuk menambahkan unsur jasa sebagai

IG (Rangnekar, 2003: 17;APEC, 2006t $.
Kedua, unsur wilayah dalam negara. Penentuan wilayah disini berkaitan dengan wilayah atau

daerah sebagai tempat atau lokasi suatu barang dihasilkan atau diproduksi. Kriteria yang digunakan

bersifat fleksibel, yaitu disesuaikan dengan barang yang dihasilkan. Misal, minuman anggur

dihasilkan oleh masyarakat tertentu yang berdomisili dalam suatu kawasan yang menyatu antara

kebun dan pabrik pengolaha4nya. Luasan dan nama wilayah tidak harus identik dengan nama

dan luas wilayah administratif yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik. Penetapan batas

wilayah ini, merupakan unsur penting untuk menentukan tempat produksi, karena IG terkait

dengan wilayah geografis sehingga tidak diperkenankan IG diberikan untuk pihalcpihak di luar

wilayah geografis. Meskipun demikian, menurut para ahli, maiih dimungkinkan beberapa bahan

baku tertentu dipasok dari luar wilayah (\nPO, 2003: 6).

Ketiga, unsur kepemilikan. Dalam Perjanjian TRIPs tidak disebut siapa pemilik atau pemegang

hak. Perjanjian TRIPs hanya menyebut pihalcpihak berkepentingan (interested parties) sebagai

pihak yang harus diberikan p%ili.rdrngan hukum (lihat, Pasal TZ Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 23

Ayat (1) dan Ayat (2) Perjanjian TRIPs). IG berbeda dengan rezim HKI pada umumnya yang

menyebut subyek hak sebagai pemilik, seperti pencipta dalam hak cipta dan inventor dalam

hukum paten. Hal ini karena IG tidak mengenal kepemilikan yang bersifat individual,
perseorangan, atau secara pribadi (priqtateb\. Oleh sebab iru, IG hanya memberikan hak untuk
menggunakan (righr n use) yang diberikan kepada para produsen atau kelompok masyarakat yang

menghasilkan suatu barang. Dalam hal ini, IG merupakan hak komunal (communal right).
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Sengaja digunakan istilah komunal agar dapat dibedakan dengan kolektif yang berarti secara

bersama.sama atau gabungan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, 513). Istilah

komunal secara kebahasaan berkaitan dengan komune atau juga berarti milik rakyat atau milik

umum (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 517). Kepemilikan komunal bukan

perluasan dari kepemilikan individual karena kepemilikan komunal hanya memberikan hak

penggunaan dan pemanfaatan kepada setiap anggotanya. Namun, mereka tidak dapat

memilikinya. Sedangkan, kepemilikan kolektif juga dapat berarti kepemilikan individual yang

diperluas karena secara kuantitatifjumlah peserta atau anggotanya lebih dari ,"t, tr"r,g.
Kepemilikan individual yang diperluas dijumpai pada kepemilikan dalam perseroan (corporation)

dan merek kolektif (col.lective mark).

IG dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai hak komunal atau menurut Rangnekar

(Rangnekar, 2003: 25) disebut hak publik (public righr) yang mencakup, producer associations, public

entities, local or reglonal gouemments. Mereka dianggap tepat untuk mengajukan pendaftaran IG

karena merekalah sesungguhnya pihak yang berkepentingan terhadap kualitas, reputasi, dan

kesinambungan produksi dari barangfiarang IG.

Keernpat, unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain. Dalam rumusan definisi IG unsur-

unsur kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain terkait atau diakibatkan oleh asal

geogtafisnya. Rumusan definisi itu bersifat alternatif karena menggunakan kata "atau". Dengan

demikian, Perjanjian TRIPs tidak mengharuskan seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup hanya

satu unsur saja terpenuhi sudah dapat diberikan perlindungan.

Unsur kualitas dalam rumusan definisi IG, tidak secara tersurat menunjuk syarat tertentu.

Hal ini berarti, unsur kualitas dapat ditentukan secara subyektif oleh produsen yang bersangkutan

dengan cara memberikan data dan informasi tentang bahan-bahan ramuan (ingredient) yang

digunakan dan proses pengolahannyi. Begitu pun unsur reputasi. Istilah atau kata reputasi berasal

dari bahasa Inggris reputationyang berarti go odname atau nama baik (\7ebster, 2005: 403). Namun,

acapkali reputasi dikaitkan dengan terkenal atau termashur (famous).

Unsur reputasi sesungguhnya berkaitan dengan unsur kualitas. Suatu barang dikatakan memiliki

reputasi karena kualitasnya dilaga dan dipertahankan tetus dalam Lurun waktu yang telatif lama,

sehingga menjadi terkenal. Oleh sebab itu, reputasi berkaitan dengan sejarah suatu barang,yang

diprodulai dalam wilayah geografis tertentu. Reputasi dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa

suatu barang memiliki identitas dlp qiri yang berbeda dan dapat dibedakan dengan barang sejenis.

Adanya reputasi pada suatu barang, sesungguhnya cukup memadai untuk diberikan perlindungan

sebagai IG karena dengan adanya reputasi,'konsumen mampu membedakan suatu barang.

Unsur karakteristik lain (other ch.aractenstic) pada barang dapat ditafsirkan luas. Karakteristik

lain dapat ditafsirkan sebagai lingkungan geografis yang mencakup faktor alam, seperti tanah

dan iklim. Faktor manusia, seperti tradisi tertentu dari produsen yang dibentuk dalam wilayah

geografis tertentu. Namun, dapat pula ditafsirkan sebagai sifat fisik dari barang, seperti warna

dan susunan atau jaringan (texture) pada suatu barang.
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I.Jnsur-unsur dalam definisi IG dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran. Dalam
konteks ini sebagaimana telah diuraikan di atas-unsur.unsur IG dalam Perjanjian TRIPs
dirumuskan secara alternatif. Hal ini berimplikasi terhadap persyaratan pendaftaran IG yang

seharusnya juga bersifat alternati( sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelonggaran

bagi produsen yang hendak mendaftarkan barang-barang produksinya.

LJnsur.unsur IG yang terdapat dalam PasalZ'ZAyat (1) Perjanjian TRIPs, ternyata tidak diikuu
sepenuhnya oleh Indonesia. Dalam Pasal 56 Ayat (1) UUM l5/7OOl dirumuskan definisi IG yang

memuat unsupunsur tertentu, yaitur Indikasigeografis dilindungi sebagai suatu tanda yang

menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor
alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas

tertentu pada barang yang dihasilkan. Rumusan ini, secara tegas menyebut kata "tanda" berarti
menutup peluang menggunakan nama atau istilah non€eografis sebagai IG. Begitupun, dengan
penyebutan secara tersurat tentang faktor lingkungan geografis dan penyebutan unsu?unsur IG
dengan menggunakan kata "dan", pada unsur-unsur ciri dan kualitas. Rumusan ini bersifat
komulatif, berbeda dengan rumusan dalam Perjanjian TRIPs. Hal ini, berimplikasi terhadap
pemenuhan unsur-unsur itu sebagai persyaratan untuk pendaftaran IG. Dengan demikian, unsur-

unsur IG dalam UUM l5/2001tidak mengikuti unsur-unsur IG daiam PerjanjianTRlPs. Bahkan,

unsur'unsur IG dalam UUM 15/2001lebih mendekati unsur.unsur appellations of ongln dalam
Perjanjian Lisabon, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Padahal, Pemerintah Indonesia belum
meratifikasi, sehingga tidak terikat.

B. Persamaan danPertedaan 18

Penggunaan nama geografis dalam praktik perdagangan lazim digunakan sebagai sarana untuk
pemasaran. Pencantuman nama geografis pada suatu barang merupakan informasi kepada

konsumen tentang asal suatu barang yang diproduksi oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah

itu dan diolah dengan menggunakan bahan baku dari wilayah tersebut. Cukup dengan

mencantumkan nama geografis, maka persepsi dan citra (image) konsumen tentang suatu barang

dapat terbentuk. Misal, makanan khas dari kota Yogyakarta, Bakpia Pathok memiliki reputasi

dan terkenal. Siapa pun yang pernah berwisata ke Yogyakarta, dapat dipastikan. mengenal,

merasakan atau menikmati, dan membelinya sebagai buah tangan.

Pencantuman atau peng€unaan nama geografis, harus diakui berpotensi digunakan sebagai

tanda untuk mengidentifikasi asal-usul suatu barang dan juga untuk membedakan dengan barang-

barang lain yang sejenis. Potensi ini yang mendorong agar pencantuman atau penggunaan nama

geografis digunakan sebagai indication of source atau indikasi sumber (IS). Istilah IS dijumpai dalam

Konvensi Paris tahun 1883 (lihat, Pasal l.Z jo. Pasal l0 Paris Conc/ention). Namun sayang tidak
diberikan definisi. Kemudian, istilah IS dijumpai dalam Perjanjian Madrid tahun 1891. Di sini
pun, tidak ada definisinya secara khusus. Meskipun demikian, definisi IS dapat diketahui dari
rumusan Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian Madrid: All goods beffring a fake or deceptiue indication by which
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one of the countries to which this Agreement dpplies, or a place situated therein, is directly or indirectly
indicated as being the country or place of origin slwll be seized on importation into arry of the said, countries.

Mengacu pada rumusan itu, Eugui (Eugui, 2003: 2) mengatakan: rhe indication of source which
means anJ expression or sign used to indicate that a product or d serc,)ice originates in a country, region or
specific place (e.g. Swiss banla). Pengertian di atas menunjukkan bahwa IS memiliki unsur-unsur
tertentu. Putama,IS selalu dikaitkan dengan asal geografis, dengan kata lain IS untuk menunjukkan
sumber dari suatu barang. Dalam praktik digunakan kata"made in" diikuti dengan nama negara.
Kedua,IS tidak mensyaratkan kualitas atau sifat tertentu, karena hanya mengaitkan dengin asal
geografis dari suatu produk. Ketiga,IS menggunakan tanda, baik secara langsung maupun tak
langsung menunjukkan asal geografis. Misal, gambar berupa beruang Panda dengan tulisan Made
in China.

Nama geografis selain digunakan sebagai IS juga digunakan sebagai appellation of origzn (AO)
atau nama asal. Menutut Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian Lisabon tahun 1958t Appellation of origin
medns the geograph'ical name of a country, region, or locality, which serues to designate a product originan
ing therein, the quality and characteristics of which. are due exclusiqtely or essentially to the geograplical
enc)ironment, incluiling natural.and human factors, Rumusan ini menekankan pada nama geografis

untuk menunjukkan asal suatu produk.

Sesuai dengan rumusan itu, AO memiliki unsur.unsur tertentu. Pertama,AO selalu menggu.
nakan nama geografis yang dikaitkan dengan suatu produk karena memang bertujuan untuk
penyebutan asal geografis dari suatu produk. Kedua, AO mensyaratkan adanya kualitas dan
karakteristik. Ketiga, terkait dengan lingkungan geografis yang terdiri dari faktor-faktor alam
dan manusia. Rumusan itu bersifat komulatif karena menggunakan kata "dan". Hal ini berarti,
unsur-unsut kualitas, karakteristik, dan lingkungan geografis yang mencakup faktor alam dan
faktor manusia harus ada karena uosur,urrSUr itu saling berkaitan. Misalnya, produk Roquefort

dan Champagne yang memadukan unsur dan faktor tersebut secara komulatif.
Memperhatikan pada ketiga definisi di atas tampak adanya persamaan. Bahkan, merupakan

rangkaian pengertian mulai dari IS, AO, dan kemudian IG. Ketiganya memiliki persamaan,
yaitu menggunakan nama geografis untuk menunjukkan tempat asal dari suatu produk atau
barang. Penggunaan nama geografis yang paling luas atau umum adalah IS, karena hanya
menunjukkan sumber atau asal dari produk atau barang yang bersangkutan tanpa persyaratan

lain. Konsekuensinya, IS paling;endah perlindungan hukumnya, karena tidak dipersyaratkan

suatu barang harus memiliki kualifikasi dan karakteristik rertenru.

Sedangkan, AO dan IG mencantumkan persyaratan tertentu berkenaan dengan produk atau
barang yang bersangkutan, yaitu kualitas yang harus terkait dengan wilayah geografis. Sementara
itu, antara AO dan IG memiliki perbedaan, yaitu unsupunsur IG lebih luas atau lebih longgar

daripada AO. Hal ini karena unsur-unsur IG dirumuskan secara alternatif, berbeda dengan AO
yang bersifat komulatif. Dalam konteks ini, oleh Baeumer (Baeumer, l9g7t lZ) dikatakan,-so that
all appellations of ongln are geographical indicatiorx, but some ge;graphical indications dre not appetla-
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tions of origin.

Nama geografis selain digunakan untuk IS dan AO juga digunakan sebagai merek dagang
(wade mark). Nama geografis juga digunakan sebagai merek seperti Mont Blanc unrLrk alat tulis
dan arloji, Thames untuk peralatan kantor (xationery). Padahal, merek tidak berkaitan dengan

wilayah geografis. Merek pada hakikatnya suatLr tanda yang dilekatkan pada suarLl barang untuk
membedakan dengan barang sejenis lainnya. Suatu merek harus mampu membed akan (capable

of dkttnguishing) atau memiliki daya pembeda (disdncio,e), hal ini merupakan syarat utama.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UUM l5/ZOOl, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama,
kata; huruf'huru( angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur.unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Rumusan
ini menyebut bahwa merek harus memiliki daya pembeda. Kerenruan ini ditegaskan kembali
dalam Pasal 5 UUM l5/7001yang menyatakan bahwa merek yang tidak memiliki daya pembeda

tidak dapat didaftarkan. Dalam konteks ini, menurut Tim Lindsey et aL. (7007: 136) merek yang

menggambarkan asal geografis tidak dapat didaftarkan. Hal ini dapat dimaklumi, karena nama
geografis selain tidak memiliki daya pembeda dan juga merupakan istilah umum (generic term)

yang merupakan milik umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa antara IG dan merek memiliki kesamaan,

yaitu keduanya sama,sama berfungsi sebagai tanda pembeda suaru barang. Meskipun demikian,
antara IG dan merek terdapat perbedaan. Pertama, ditinlau dari aspek kepemilikan(ownership).

Pada metek, kepemilikan bersifat individual, meskipun dikenal adanya merek kolekti( namun
di situ hanya menunjukkan adanya gabungan pemilikan merek. Berbeda dengan IG, kepemi.

likannya bersifat komunal yang hanya memberikan hak penggunaan arau penguasaan. Bahkan,

tidak dikenal pemilikan individual. Kedua, hak merek dapat dilual atau dialihkan kepada pihak
lain. Sedangkan, IG tidak dapat dialihkan kepada pihak lain di luar wilayah geografis. Ketiga,

penggunaan tanda atau nama geografis dalam IG harus terkait dengan kualitas atau reputasi

barang. Sedangkan, pada merek tidak ada kaitan dengan karakteristik barang dan bahkan
seharusnya merek tidak diperkenankan menggunakan nama geografis.

III. SIMPUI.AN
1. IG merupakan rezim HKI dengan unsur-unsur atau sifat tersendiri (sui generis). Dalam Perjanjian

TRIPs dinyatakan: for tlrc-purpose of this agreement. Berarti, unsur.unsur dalam definisi IG
merupakan sifat khas yang berbeda dan dapat dibedakan dengan rezim HKI lain. Setidaknya,

ada empat unsur pokok IG dalam Perjanjian TRIPs, yaitu:

a. unsur nama geografis untuk mengidentivikasi, tidak bersifat mutlak tetapi relatif karena

dapat menggunakan nama nongeografis;

b. Unsur wilayah dalam negara sebagai tempat produksi tidak identik dengan wilayah admin-
istratif, namun disesuaikan dengan kondisi faktual;

c. (Jnsur kepemilikan dalam IG bukan merupakan fiak individual (priuate right) tetapi hak
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komunal (communal right), maka IG merupakan hak untuk menggunakan (nshr to use);

d. Unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang bersifat alternati( maka suaru barang

sudah cukup memenuhi salah satu dari unsur tersebut.

Z. IG memiliki persamaan dan perbedaan dengan rezim HKI lain, yaitu IS, AO, dan merek
dagang. Persamaan IG dengan IS, AO, dan merek dagang adalah dapat menggunakan nama
geografis sebagai tanda pada barang. Sedangkan, perbedaan IG dengan IS, AO, dan merek
dagang, yaitu:

a. IS digunakan untuk menunjukkaa tempat atau sumber di mana suatu produk dibriat. IS
tidak mencantumkan unsur-unsur seperti yang terdapat pada IG;

b. AO menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal suatu produk. Pada produk itu
terkait dengan unsur-unsur alam dan manusia sebagai lingkungan geografis. Dengan
demikian, unsur,unsur AO lebih sempit daripada IG yang tidak menyebut kedua unsur
lingkungan geografis itu.

c. Merek dagang bersifat individual sehingga dapat dipe{ual.belikan dan tidak terkait dengan

uDSUt uDSUT kualitas, reputasi, atau karakteristik pada barang. Berbeda dengan IG yang

dimiliki secara komunal dan tidak dapat diperjual,belikan. Pada barang.barang IG secara

alternatif harus memenuhi salah satu dari unsur,unsur tersebut.
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